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Nurul Atfiah, B111 11 161, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, 
Universitas Hasanuddin telah melakukan melakukan penelitian mengenai 
Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Palsu 
di Makassar. Penelitian ini dibawah bimbingan H. M. Said Karim. selaku 
pembimbing pertama dan Hj. Nur Azisa selaku pembimbing kedua  
Kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik membuat penyebaran kosmetik 
palsu beredar luas. Ada beberapa factor yang menyebabkan kosmetik 
palsu ini semakin beredar luas. Khususnya di kota Makassar kosmetik 
palsu ini telah menjadi sebuah fenomena yang harus 
dicegah.Berdasarkan penelitian penyebaran kosmetik palsu merupakan 
provicative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban 
untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, aspek tanggung jawab 
terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.  
Upaya pencegahan yang telah dilakukan yaitu Upaya pre-emtif adalah 
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Upaya Perlindungan Hukum kepada korban 
Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 
196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan serta kesadaran konsumen. 
Penulis juga menyertakan beberapa saran untuk mencegah kasus 
penyebaran kosmetik palsu ini. Peran pemerintah sangatlah penting untuk 
mengurangi penggunaan kosmetik palsu. Kesadaran konsumen terhadap 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi 
dan ilmu pengetahuan telah  menimbulkan perubahan cepat pada produk-
produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan,  
sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik 
yang baru (Vita Damarsari, 2010: 12). Dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu 
industri-industri kosmetik  mampu memproduksi produknya dalam jumlah 
yang sangat besar dan dengan didukung  oleh kemajuan alat transportasi 
maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain 
dalam waktu yang sangat cepat dan aman. 
Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara 
lain berdampak  pada perkembangan perdagangan di suatu negara, 
karena perdagangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki 
peranan sangat penting dalam  memenuhi kebutuhan manusia akan suatu 
barang dan/atau jasa yang diperlukan, dengan penyebaran ini tentu 
masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. 
Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga  berefek pada 
timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling 
ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang 
akan diperjualbelikan salah satu produk yang laris di pasaran adalah 
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kosmetik. Ini dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan 
manusia terutama perempuan.  
Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil 
menarik dan cantik di depan orang banyak, selain itu kosmetik juga 
memiliki peran yang penting dalam menunjang penampilan seseorang, 
sehingga tidak heran jika kebutuhan  kosmetik  semakin meningkat dari 
tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih komplek kosmetik 
sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan 
pangan. 
Peralatan kosmetik di pasaran tersebar dari toko-toko sampai ke 
mall-mall dan semakin meningkatnya permintaan pasar sehingga 
produsen pun mengikuti keinginan pasar sehingga cenderung kosmetik 
tanpa ijin ini dapat dibeli dengan mudah. Karena harganya yang murah 
dan dapat dibeli dengan mudah sehingga penyebaran kosmetik tanpa ijin 
ini bisa masuk dengan mudah, apa lagi dikalangan remaja yang 
cenderung menggunakan kosmetik. Ketidaktahuan konsumen akan efek 
samping dari menggunakan kosmetik palsu juga bisa dijadikan suatu 
kecenderungan mereka masih tetap menggunakan kosmetik tanpa ijin 
tersebut. 
            Banyaknya merek yang ditawarkan dengan harga yang lebih 
variatif, sehingga konsumen lebih cenderung membelinya, ketidaktahuan 
akan bahaya dari kosmetik palsu ini juga bisa menjadikan produk ini tetap 
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laku terjual di pasaran, walapun efek samping dari kosmetik palsu ini jika 
digunakan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan berbagai 
macam penyakit pada bagian kuku kita dan bagian paling vital dalam 
organ tubuh manusia. Karena zat kimia yang terdapat pada kosmetik 
palsu sudah melebihi standar penggunaan zat kimia pada kosmetik, 
seperti penggunaan mercury, (Hg), Hidrokinon, zat pewarna rhodaminB, 
Vernis, terpentin, cat, dll. Zat-zat tersebut digunakan bukan untuk 
kosmetik tetapi untuk industri, sehingga jika digunakan pada tubuh 
manusia dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek samping 
yang sangat membahayakan. Tubuh kita dapat menerima zat kimia 
tersebut tetapi dalam standarisasi yang sudah ditentukan atau 
diberitahukan oleh BPOM sehingga zat kimia tersebut efek sampingnya 
sangat kecil. 
Peredaran kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah 
satunya adalah di  Kota Makassar, masyarakatnya mulai  menganggap 
bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan  pokok, adanya perubahan 
gaya hidup dari masyarakat Makassar yang mencontoh masyarakat kota-
kota besar di Indonesia menyebabkan  kosmetik sudah menjadi barang 
kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan, karena ingin menjadi tampil beda  
dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang 
maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik yang ditawarkan di 
pasarkan  terutama ditujukan kepada perempuan.  
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Banyak jenis  kosmetik yang bermunculan di Kota Makassar seperti 
bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eye shadow dan sebagainya dan 
diimba ngi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik 
itu sendiri yang semakin meningkat  tetapi di lain pihak masih kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan 
aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah 
tentang kosmetik palsu yang berbahaya yang beredar di pasaran 
sehingga  menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan 
dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut. 
Selain banyaknya produk-produk kosmetik palsu (yang tidak 
memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan dan Balai Pengawas Obat 
dan Makanan) yang berbahaya yang beredar di pasaran terdapat juga 
banyak produk-produk kosmetik ilegal yang di  impor dari negara-negara 
luar seperti: Amerika, Jerman, Cina dan Korea  yang beredar di pasaran 
seperti  bedak, pewarna kuku, lotion, krim pemutih, lipstik serta alat-alat 
kecantikan lainnya, dengan  kemasan yang menarik, serta mudah di dapat  
dan harga yang terjangkau (http://stihpada.ac.id/aspek-hukum-pemakaian-
kosmetik-yangmengandung-zat-aditifberdasarkan-undang-undang-nomor-
8-tahun1999tentang-perlindungan-konsumen.htm diakses hari kamis 
tanggal 6 maret 2015 pukul 15.47). Masih banyaknya beredar kosmetik 
palsu dan ilegal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan yang 
dilakukan terhadap produk-produk tersebut sehingga seringkali produk 
yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, 
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aman untuk  dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjualbelikan 
dengan mudah. 
Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan 
penegakan hukum yang masih kurang. Implementasi Undang-undang  
Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai 
kurang berjalan dan kurang baik, ini terbukti dengan berkali-kali  dilakukan 
razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan 
mengandung bahan berbahaya, namun tetap saja di pasaran masih 
banyak  ditemukan  kosmetik ilegal  yang mengandung bahan berbahaya. 
Masih banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan 
produk-produk yang tidak baik diedarkan karena mengandung  bahan 
berbahaya dan masih kurangnya peran dari aparat yang berwenang 
dalam mengatasi masalah peredaran produk-produk palsu di pasaran 
sehingga masih banyak ditemukan produk-produk palsu dan mengandung 
bahan berbahaya yang beredar termasuk jenis kosmetik palsu. 
Dengan adanya fakta diatas dapat disimpulkan bahwa banyak 
sekali permasalahan perlindungan konsumen khususnya peredaran 
kosmetik palsu yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Makassar 
walaupun Undang-Undang sudah ada tetapi dalam kenyataannya masih 
banyak penyimpangan–penyimpangan yang terus terjadi padahal dengan 
adanya Undang-Undang yang mengatur diharapkan terciptanya kepastian 
dan keadilan bagi semua pihak. Atas dasar pemikiran inilah yang menarik 
penulis untuk meneliti peranan korban dalam memilih produk kosmetik 
6 
 
dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani 
peredaran kosmetik palsu di kota Makassar, sebagai tugas akhir pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Palsu di 
Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini: 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan 
konsumen pada produk kosmetik palsu di Kota Makassar? 
2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan dalam menanggulangi 
terjadinya kejahatan konsumen pada kosmetik palsu di Kota 
Makassar? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peranan konsumen sehingga menjadi korban 
perdagangan kosmetik palsu di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam 
menanggulangi adanya korban perdagangan kosmetik palsu di 
Kota Makassar 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
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1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih 
lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan: 
- Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan 
praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah 
untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang 
sedang dihadapi. 
- Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat terhadap 
penjualan kosmetik palsu yang beredar di Kota Makassar. 
- Selain itu, juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan di 


















1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin “vitim” yang berarti korban 
dan “logos” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah menusia 
sebagai suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 2004:228). 
Viktimologi merupakan calon ilmu yang masih muda usianya 
dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti kriminologi dan sosiologi. 
Namun demikian dalam perkembangan hukum khususnya dalam rangka 
penegakan hukum pidana , maka peranan dari pada viktimologi tidak lagi 
dapat disepelekan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/ 
studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-
pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada 
tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini 
sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Hingga 
pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, 
namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi 
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kedalam tiga fase. Pada fase pertama sebagai “penal or special 
victimology” semenara itu fae kedua viktimologi tidak hanya mengkaji 
masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan , pada 
fase ini disebut sebagai “general victimology”. Fase ketiga, viktimologi 
sudah berkembang lebih luas lagi,yaitu mengkaji permasalahan korban 
karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini 
dilakukan sebagai “new victimology” (Made Darma Wede, 1995:200) 
Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah sebagai 
berikut (Arif Gosita, 2004:39) :   
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik; 
b. Teori-teori etiologi viktimsasi kriminal; 
c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi 
kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, 
pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan 
sebagainya; 
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal; 
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha 
prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian, dan  
f. Faktor-faktor viktimogen / kriminogen. Ruang lingkup perhatian atau 
objek viktimologi dan kriminologi. 
Dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak 
pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu 
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viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak 
pelaku. Tidak ada / timbul viktimalisasi kriminal (viktimisasi) atau kejahatan 
(kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing 
merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil 
interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. 
Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbrungan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada 
pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
Menurut J.E Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
yang meliputi (Muhadar, 2006:22): 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, pemerkosaan, hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan local atau dalam skala internasional 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara 
pemerintah dan konglongmerat, produksi barang-barang tidak 
bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan 
hidup 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan tehadap anak, 




d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat 
bius, alkohoise,malpraktek dibidang kedokteran lain-lain 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangut dimensi diskiminasi perundang-undangan, termasuk 
menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah 
diselesaikan aspek peradilannya. 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non 
struktural secara lebih baik. Selain itu, pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 
2. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 
dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat 
mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diarapkan akan 
banyak manfaat yang diperoleh. 
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Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita (2009 : 330) ada sebagai 
berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; 
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang 
korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung 
pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran korban serta hubugannya dengan 
pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasannya ini adalah sangat penting 
dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam ekisistensi suatu 
viktimisasi; 
c.  Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai 
hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang 
dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama 
dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban 
struktural tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar 
menjadi lebih waspada; 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak 
langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat 
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penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial 
pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, 
politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan 
jabatan dalam pemerintahan. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian 
viktimisasi kriminal . pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan 
dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan 
terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari luar dan dalam 
proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan 
kewajiban asasi manusia. 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu (Lilik Mulyadi, 2007 : 120) : 
a. Manfaat yang berkenan dengan usaha membela hak-hak korban dan 
perlindungan hukum; 
b. Manfaat yang berkenan dengan penjelasan peran korban dalam suatu 
tindak pidana; 
c. Manfaat yang berkenan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 
sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha 
mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, 




Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga 
Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan 
seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Lilik Mulyadi, 
2007 : 120). 
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana 
modus operandi yang biasanya dilaukan ole pelaku dalam menjalankan 
aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. 
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana 
di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntuntan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.  
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan adanya 
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
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pelaku sedikit banyak dapat terkonkreatisasi dalam putusan hakim (Didik 
M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008 : 39) 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan atau perUndang-undangan yang selama 
ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. 
3. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi 
Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak 
dapat diragukan lagi, karena dari suatu sisi kriminologi membahas secara 
luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. 
Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, 
tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian 
yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan 
membahas begian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. 
Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan 
perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. 
Khususnya mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum 
pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal 
yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang 
penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai 
timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga 
memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. 
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Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran 
hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan 
manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. 
J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi 
merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan 
kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya 
kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan 
terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi 
juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh 
pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau 
setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari sudut 
pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadinya 
suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada 
korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus 
memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi 
kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku 
kejahatan (Gatot Sugiharto, 2008 : 33). 
4. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan. 
Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja 
bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Menurut Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007:124) ditijau dari prespektif 
tanggung jawab itu sendiri terdiri dari tujuh bentuk, yakni sebagai berikut: 
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1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku dan menjadi korban karena potensial untuk itu, dari aspek 
tanggung jawab sepenuhnya berada dari pihak korban; 
2. provicative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama; 
3. participanting victims hakikatnya perbuatan korban tidak didasari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil 
uang dibank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian 
dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk 
merampasnya. Aspek ini   pertanggungjawabannya sepenuhnya ada 
pada pelaku; 
4. biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 
setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban 
yang tidak berdaya. 
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan 
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh 
terletak pada pelaku atau masyarakat. 
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6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus 
sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politikya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik. 
Berdasarkan hal diatas maka menunjukkan bahwa suatu kejahatan 
terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi 
kejahatan. 
5. Hak- Hak dan Kewajiban Korban 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam 
terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki 
hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut 
diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa 
korban berhak untuk:  
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan 
dukungan keamanannya; 
c.  Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
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d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh biaya penggantian transportasi sesuai biaya kebutuhan; 
l. Mendapat nasehat; dan/atau 
m. Memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata 
lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa 
pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan 
penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah 
penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga 
terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila 
dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. 
Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban 
pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional 
pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian 
hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan 
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atau undang-undang harus dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah. 
Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut: 
a. Hak korban, antara lain: 
1. Mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan 
kemampuan pelaku; 
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya; 
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, 
bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; 
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; 
5. Mendapatkan kembali hak miliknya; 
6. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya; 
7. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor 
dan/atau menjadi saksi; 
8. Mendpatkan bantuan penasehat hukum; 
9. Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen)   
b. Kewajiban korban, antara lain: 
1. Korban tidak main hakim sendiri; 
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih 
banyak lagi; 
3. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang 
lain; 
4. Ikut serta membina pembuat korban; 
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5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban 
lagi; 
6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan 
pelaku; 
7. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada 
pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan 
8. Menjadi saski bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan 
keamanannya. 
Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban 
juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. 
Dengan melihat beberapa hak dan kewajiban korban yang telah penulis 
paparkan diatas, diharapkan mesyarakat dapat memahami bahwa korban 
juga memiliki hak- hak yang harus dihormati seperti layaknya manusia 
yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu juga dengan 
pelaku tindak pidana yang tidak jarang menjadi korban main hakim 
sendiri, adalah sama dengan korban yang lain, mereka juga memiliki hak-
hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan lain karena dalam hal ini, 
mereka juga merupakan korban kejahatan 
B.  Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan  
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
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bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang relative, yaitu 
tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat kesatuan 
pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo yang dikutip oleh A. Gumilang 
(1993:4) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. 
“Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain  
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban”. 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (halaman 34), kejahatan  
merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum 
pidana). 
Sementara itu menurut A.S. Alam (2010:16) definisi kejahatan, 
dilihat dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan. 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33), misdrijf atau kejahatan 
berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, 
berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”.Selanjutnya 
menurut E.Durkheim (I.S.Susanto, 1991:4) seorang pakar sosiologi 
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menyatakan bahwa, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada 
masyarakat tanpa kejahatan. Bahkan dia menambahkan bahwa kejahatan 
merupakan sesuatu yang diperlukan. Sebab ciri setiap masyarakat adalah 
“dinamis” dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut 
pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. 
Kejahatan merupakan hasil interaksi antara yang ada dan saling 
mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di 
daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut 
serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu 
sama lain. Bahkan ada yang kemungkinan yang bertanggung jawab 
fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Adapun yang disebut 
peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan, antara lain : para pelaku, 
korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, 
kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan kata lain, 
semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor 
kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan 
dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan atau 
penyimpangan itu.  
Dapat dikatakan, perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang 
beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan 
demikian, kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan  
sebagai suatu proses yang menentukan. 
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Sehubungan dengan itu Kohlberg yang dikutip oleh Noach, 
menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa 
faktor (Muhadar, 2006:31) : 
a. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri 
manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan 
rangsangan yang datang dari luar. 
b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan 
kontrol dari masyarakat luar, ancama, hukuman dan lain-lain.  
 
Menurut Sutherland, (A.S.Alam, 2010:18) untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling 
berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP); 
c. Harus ada perbuatan (criminal act); 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea); 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam 
KUHP dengan perbuatan; 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin 
lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, bahkan 
di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. 
 
 
2.Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab 
kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan 
bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum 
juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.  
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Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi 
dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai 
saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang 
lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu 
melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku 
manusia baik individu secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskupun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang 
belum dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, ada dua faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan itu, yaitu : 
1. Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecorobohan, dan keterasingan), dan 
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mahzab-mahzab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan 
muncullah beberapa aliran, yaitu aliran-aliran klasik, kartografi, dan aliran 
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tipologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis dan ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan 
Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik bagi aliran ini 
setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan 
tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana 
yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimban 
gan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya, yaitu penderitaan. 
Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih 
banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah 
dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut 
lebih banyak mendatangkan kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan 
rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham 
(Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act which i think will give me 
mosiplesseru.Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah 
diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartrograpik para tokoh aliran ini antara lain  
Quetet dan Queery. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
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berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada.  
Aliran ketiga adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental taster, dari psikiatrik yang 
mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan pada 
penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang 
mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain 
tadi kecendrungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua 
atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun 
proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada 
orang tersebut (Dirjosisworo, 1983:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berada satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal isi born not 
made”  
Ada beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu (1) 
penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini 
biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, 
rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang 
jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda ada bersamaan jenis tipe 
penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
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mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak 
lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan (5) penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, 
pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah hilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental tester. 
Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang feeble 
mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak 
dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan.  
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan 
emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini 
lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang 
berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, tanpa 
mengingat situasi-situasi sosial. 
Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : (A.S. Alam, 2010:45) 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya) 




Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan 
orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas 
sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut 
teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat 
mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas 
menengah, yaitu adanya  anggapan bahwa nilai budaya terpenting 
adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak 
mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk 
mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, 
dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan 
sarana-sarana yang tidak sah (legitimate means). 
a. Teori-teori anomie  
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata 
lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat 
bagaimana ia berfungsi. 
Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak 
terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi 
sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie 
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sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya 
patokan-patokan dan nilai-nilai. 
Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualitas (memenangkan diri sendiri/egois) yang 
cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti 
dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. 
2)Robert Merton 
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan konsepsi 
anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak 
diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) 
tetapi oleh social cultur (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan 
yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata 
untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap 
masyarakat, yaitu : 
a. Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini berharga untuk 
diperjuangkan. 
b. Institutionalizes means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu. 
Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga 
suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang 
umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk 
mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-
cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh 
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seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang 
mencapai cita-cita dimaksud melalui legitimated means(mematuhi hukum).  
Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita 
dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (illegitimated 
means). Pada umumnya, mereka yang melakukan illegitimated means 
tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. 
b. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories)  
Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas 
kriminal. Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. 
Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theorirs, adalah : 
1. Social disorganization 
2. Differential association 
3. Cultural conflict 
Social discorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan disintegrasi nilai-nilai kovensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. 
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 Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland 
bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam 
kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya 
tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok 
individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang 
melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan 
posesif mengungguli hukum dalam memenuhi posesifnya. 
Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
ciri-ciri, yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering 
terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama 
lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin 
membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer 
terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (clash). 
Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi 
budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat 
conduct norms-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika suatu 
masyarakat homogeny atau sederhana menjadi masyarakat yang 
kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok sosial  berkembang 
secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal. 
c. Teori Kontrol Sosial (Control social theory) 
Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan 
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delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel 
yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, 
dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberikan suatu 
gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds(ikatan sosial). 
Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah 
laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang 
kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk 
melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah 
lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan 
tingkah laku yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa 
penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya 
keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. 
Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat 
unsur, yaitu : 
a.Attachment (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada 
(orang tua), sekolah atau lembaga lainnya yang dapat mencegah 
atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan 
kejahatan. 
b.Involvement (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif 
(belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. 
Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam 
kejahatan.  
c.Commitment (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu 
investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk 
pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang 
wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita -citanya. 
d.Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur yang 
mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik 
dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang 
menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan 




Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori 
lainnya. Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu 
bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama 
atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-
anggota tertentu pada masyarakatnya (Dirdjosisworo, 1983:125). 
 Menurut Tanenbaum (Atmasasmita, 1995:38) kejahatan tidak 
sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang mampuan seseorang 
tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan 
dirinya dengan kelompoknya.  
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dan nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat 
dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1995:37) aspek budaya dan 
faktor struktual merupakan dua elemen yang saling berpengaruh 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat 
dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang 
bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari 
dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial 
yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai 
sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek 
budaya dan faktor struktual dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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3. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan Kejahatan (A.S. Alam 2010:79) terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu : 
a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-
Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan 
tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi usaha pre-emtfif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan; 
b.Upaya Preventif adalah upaya-upaya dari tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
c.Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi 
tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang 
pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala 
tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil 
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ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui 
pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 
kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta 
kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Sudarto, 1986:114). 
Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial,diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab 
dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi 
pencegahan kejahatan yang mendasar.  
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan 
tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak 
memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan 
prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh 
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karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan 
kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. 
C. Perdagangan Kosmetik Palsu 
1. Kosmetik Palsu 
Kosmetik berasal dari bahasa Inggris  Cosmetic yang artinya “  alat 
kecantikan wanita”. Dalam bahasa Arab modern diistilahkan dengan Alatuj 
tajmiil, atau sarana mempercantik diri. Definisi lebih rincinya menurut 
badan BPOM ( Badan Pangan Obat dan Makanan ), Departemen 
Kesehatan , kosmetika adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan 
pada bagian luar badan (Epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin 
luar ) gigi dan ronggga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, 
mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Bahan–bahan 
yang dapat membahayakan tubuh manusia  Menurut BPOM dan Depkes, 
ada sejumlah bahan berbahaya yang sering disalah gunakan  
ditambahkan  pada kosmetika yaitu : 
Bukti terbaru dipaparkan BPOM, menurut penjelasan kepala 
BPOM, Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App. Sc, pihaknya 
menemukanya ada banyak merek kosmetik yang mengandung bahan 
yang dilarang digunakan untuk kosmetik, Bahan berbahaya  tersebut 
yaitu:  Merkury (Hg), Hidroquinon, Zat warna RhodaminB dan Merak K3. 




Dari bahan-bahan kimia tersebut tidak bisa digunakan atau 
dicampur dengan kosmetik apabila digunakan dalam jangka waktu lama 
dapat berakibat fatal bagi si penggunanya. 
(http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-sambasanwa-
22354-1-babi--v.pdf, diakses tanggal 26 maret 2015 pukul 17.57) 
 
2. Bahaya Penggunaan Kosmetik Palsu 
Efek samping dari penggunaan Kosmetik palsu ini bisa sangat 
membahayakan tubuh manusia. Efek samping yang diakibatkan dari 
kosmetik ini secara terus menerus bisa berakibat terjangkitnya kanker, 
kegagalan jantung. 
Zat kimia yang terdapat pada kosmetik  tersebut yang melebihi 
standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko 
kesehatan. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan 
konsumen, pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari 
tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga 
zat kimia tersebut masuk kedalam tubuh. Yang terkandung dalam 
pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk 
kedalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan, ini dari hasil 
penelitain BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik palsu. Apalagi 
pada kosmetik kosmetik yang mengandung mercury. 
Berikut ini adalah dampak pemakaian mercury pada kosmetik : 
1. Dapat memperlambat pertumbuhan janin 
2. Mengakibatkan keguguran (Kematian janin dan Mandul) 
39 
 
3. Flek hitam pada kulit akan memucat (seakan pudar) dan bila 
pemakaian dihentikan, flek itu dapat / akan timbul lagi & bertambah 
parah (melebar). 
4. Efek REBOUND yaitu memberikan respon berlawanan ( Kulit akan 
menjadi gelap / kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan). 
5.  Bagi Wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul flek yang 
sangat parah (lebar). 
6. Dapat mengakibatkan kanker kulit. 
7. Transport, Distribusi dan Ekskresi 
 Sesudah memasuki tubuh maka logam merkuri ini dalam waktu yang 
singkat masih berbentuk logam 
 Didalam darah jaringan dengan cepat dioksidasi menjadi ion merkuri 
Hg 2+ yang kemudian diikat dgn protein 
 Dalam darah inorganik merkuri ini diedarkan juga melalui plasma dan 
sel darah merah 
 Tempat penampungan ion ini banyak ditemukan pada ginjal dan otak 
meskipun ekresinya sebagian besar melalui usus dan ginjal 
Unsur merkuri yang ada di kosmetik akan diserap melalui kulit, 
kemudian akan dialirkan melalui darah keseluruh tubuh dan merkuri itu 
akan mengendap di dalam ginjal yang berakibat terjadinya Gagal Ginjal. 
Merkuri dalam krim pemutih (yang mungkin tidak tercantum pada 





3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan 
Memproduksi Barang dan Jasa 
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang : 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut; 
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 
dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
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h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, 
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 
alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang 
menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; 
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 
dan benar atas barang dimaksud. 
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
(http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%208%20Tahun%20
1999%20tentang%20Perlindungan%20Konsumen.pdf diakses hari 




4. Bentuk-bentuk Pemalsuan Kosmetik Ditinjau dari Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan  
Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk 
meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan 
kesehatan, diperlukan perangkat hukum kesehatan, yang dapat 
melindungi masyarakat pada umumnya dan konsumen kosmetik pada 
khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan kosmetik, 
adalah sebagai berikut: 
a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 1). Pasal 386 UHP 
tentang pemalsuan Materai dan Merek a). pasal 386 ayat (1) KUHP 
yang ditetapkan sebagai berikut: barangsiapa menjual, menawarkan, 
atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang 
diketahui bahwa palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun”, adapun unsur-unsur dari 
Pasal 386 KUHP adalah 1). Barangsiapa: unsur “barangsiapa” 
diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana 
sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal 
yang mengatur mengenai tindak pidana maka dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut, subjek hukum 
yang termuat dalam KUHP adalah orang atau pribadi (naturlijke 
person) dan bukan termasuk badan hukum  (rechtpersoon). 2). 
Menjual, menawarkan atau menyerakan barang makanan, minuman, 
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atau obat-obatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
Kata “menjual” berarti suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada 
orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, kata “menawarkan” 
berarti menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud 
supaya dibeli atau diambil, kata “menyerahkan” berarti memberikan 
atau menyampaikan suatu kepada orang lain, yang dimaksud sesuatu 
disini adalah makanan, minuman, atau obat-obatan yang palsu atau 
tidak sesuai dengan asinya. 3). Yang diketahui bahwa itu palsu, dan 
atau menyembunyikan hal itu disini berarti perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang itu dilaukan dengan sengaja dan penuh kesadaran 
bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Perbuatan 
melawan hukum yang diperbuat oleh orang itu adalah dengan penuh 
kesadaran mengetahui apa yang dijual, ditawarkan atau diserahkan 
kepada pembeli adalah palsu atau tidak sesuai dengan aslinya dan 
seseorang tersebut sedemikian rupa menyembunyikan keadaan 
bahwa apa yang dijual, ditawarkan atau diserahkan kepada pembeli 
adalah palsu atau tidak sesuai dengan aslinya dan seseorang 
tersebut sedemikian rupa menyembunyikan keadaan bahwa apa yang 
dijual, ditawarkan atau diserahkan itu adalah makanan, minuman atau 
obat-obatan palsu sehingga pembeli tidak mengetahui bahwa apa 
yang telah diterimanya adalah palsu, tidak sesuai dengan apa yang 
seharusnya diterimanya, dengan tujuan seseorang tersebut 
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mendapatkan keuntungan untuk diriya sendiri sesuai dengan apabila 
menjual yang aslinya. 
Bahwa mengenai pengaturan  tindak pidana pemalsuan obat dengan 
memproduksi dan mengedarkan obat yang tidak sesuai standar obat 
terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 
Tentang Kesehatan, yang ditetapkan: “Setiap orang yang dengan 
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau 
persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98 ayat (2) dan ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:  1)  Setiap 
orang; Disini berarti yang sebagai subjek tindak pidana yaitu setiap 
orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2)  Yang dengan 
sengaja; Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu 
dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan 
yang dilakukan telah melawan hukum. 3)  Mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan: Disini memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat 
dijelaskan bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan 
yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata 
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mengedarkan berat suatu perbuatan membawa sesuatu secara 
berpindah-pindah dari tangan satu ke tangn yang lain atau dari satu 
tempat ke tempat yang lain, dan menjadi obyek dalam memproduksi 
atau mengedarkan dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan 
obat adalah sediaan farmasi yang berupa obat. 4).  Yang tidak 
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 
(2) dan ayat (3) merupakan hal yang menjadikan perbuatan 
memperoduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak 
memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang aman, khasiat atau 
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 
(2) bahwa: a) Pasal 98 ayat (2) berbunyi: 
“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 
menggandakan, menyimpan. mengolah, mempromosikan, dan 
mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,” 
b. Pasal 98 ayat (3) berbunyi: “Ketentuan mengenai pengadaan, 
penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaaan farmasi 
dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Obat yang 
diproduksi ataupun di edarkan yang tidak memiliki izin edar ataupun 
meniru obat yang telah memiliki izin edar adalah obat palsu dan 
mengenai pengaturannya terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang ditetapkan bahwa: 
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“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut: 1) Setiap orang, 
2)  Yang dengan sengaja, 3) Memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Unsur-unsur tindak 
pidana dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan 
diedarkan adalah kosmetik dan obat yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa: “Sediaan 
farmasi dan alat  kesehatan hanya dapat diedarkan setelah 















A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di BPOM Kota Makassar, 
di Polrestabes Makassar dan tempat-tempat klinik perawatan wajah. 
Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut 
sangat mudah untuk mendapatkan informasi korban kosmetik palsu, 
sehingga mempermudah proses penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, 
artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun 
sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta menelaah 
berbagai literatur seperti buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah 
yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. 
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2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan 
mengamati secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang 
diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1). Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan 
membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan 
berhubungan langsung dengan  objek penelitian yang dijadikan 
landasan teoritis. 
2). Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya  jawab 
narasumber  (korban)  atau pihak-pihak yang dianggap dapat 
memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam 
pembahasan objek penelitian. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder  
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 
simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara  
deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian di Kota Makassar. Wilayah Kota Makassar berada 
pada koordinat 199 derajat Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang Selatan 
dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari pemukiman laut. 
Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 
0-5 derajat keaarah barat. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya 
berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan termasuk 11 pulau di 
Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km².  
Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu: 
1. Kecamatan Tamalate 
2. Kecamatan Mariso 
3. Kecamatan Wajo 
4. Kecamatan Ujung Tanah  
5. Kecamatan Tallo 
6. Kecamatan Tamalanrea 
7. Kecamatan Biringkanaya 
Sedangkan batas-batas wilayah administratif dari letak Kota 
Makassar, antara lain: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
Wilayah Kota Makassar termasuk daerah beriklim panas. 
Kelembaban udara berkisar antara 97 derajat celcius sampai 99 derajat 
celcius dengan temperature berkisar 27 derajat celcius sampai dengan 35 
derajat celcius. Pada priode April sampai dengan September, bertiup 
angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan oktober sampai 
dengan maret bertiup angin barat, saat Dimana mengalami musim 
kemarau di Kota Makassar. 
 
B. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan 
Kosmetik Palsu di Kota Makassar 
Berbicara mengenai viktimologis akan erat kaitannya dengan 
berbicara mengenai bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya 
suatu kejahatan, termasuk salah satunya pada kasus perdagangan 
kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau palsu. 
Pada penelitian ini Penulis akan melakukan pengkajian terkait 
peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan kosmetik 
yang tidak memenuhi syarat atau palsu. Penulis menganggap perlu untuk 
melakukan pembahasan terkait hal ini karena pada tempat lokasi 
penelitian Penulis, korban kerjahatan kosmetik palsu. Hal ini dapat dilihat 
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pada data yang diperoleh Penulis di Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) Makassar pada penelitian yang dilakukan tanggal 22 
April 2015 sampai tanggal 11 Mei 2015.    
Untuk menunjang data hasil penelitian ini, penulis melakukuan 
pencarian data lapangan dengan cara menghubungi pihak BPOM yaitu 
melakukan wawancara  dengan Ibu Dra. Madania Waris., Apt.  Selaku 
Kepala Seksi Penyidikan Data hasil wawancara tersebut dapat Penulis 
uraikan sebagai berikut: 
Pada tahun 2012 hingga tahun 2013 BBPOM ( Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan) Makassar telah merilis beberapa daftar 
kosmetik berbahaya yang dapat dilihat pada lampiran I. Daftar 
penggunaan kosmetik berbahaya ini meningkat setiap tahunnya. Hal ini 
diungkapkan dari hasil wawancara dengan salah satu dengan Kepala 
Seksi Penyidikan BBPOM di Makassar Ibu Dra. Madania Waris., Apt. 
Peningkatan signitifikan terjadi setiap tahun mulai dari 2012, dan 
kebanyakan kosmetik yang berhasil disita adalah kosmetik yang 
dipedagangkan di pasaran, bahkan perdagangan kosmetik palsu 
sekarang ini tidak hanya dilakukan dipasar-pasar, banyak juga ditemukan 
di online shop demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 
Menurut beliau, terkait peredaran kosmetik tanpa izin, BPOM 
mengeluarkan peringatan publik (public warning) yang bertujuan agar 




Terkait dengan hal tersebut, dalam penanganan peredaran kosmetika ini, 
dijelaskan bahwa BBPOM Makassar dan jajarannya di daerah secara rutin 
dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran kosmetik 
palsu termasuk kemungkinan penggunaan bahan berbahaya/dilarang. 
Juga diuraikan tindak lanjut pengawasan yang dilakukan sampai 
penegakan hukumnya. 
Berkaitan dengan obat-obatan dan kosmetik palsu mudah sekali 
didapatkan di pasar dan masalah ini merupakan masalah yang berulang 
kali terjadi beliau menegaskan bahwa hal ini terjadi karena orang-orang 
yang nakal. Banyak industri kecil atau industri rumah tangga yang 
membuatnya dan ingin mengeruk keuntungan dari konsumen. Masalah ini 
sulit diselesaikan karena sudah lama terjadi dan cukup luas 
penyebarannya. BBPOM khususnya bidang pemeriksaan dan penyidikan 
baru akan bekerja apabila ada pengaduan dari masyarakat. 
Selain itu tanda registrasi pada obat dan kosmetik mudah 
dipalsukan sehingga banyak masyarakat yang tertipu, beliau menegaskan 
bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, akan tetapi produk-produk itu akan 
diperiksa oleh Balai Besar POM apakah produk tersebut terdaftar di 
dokumen registrasi. Apabila setelah dicek nama obat itu tidak terdaftar, 
baru obat itu akan ditarik dari pasaran. 
Pada tahun 2014 hingga 2015 korban penggunaan kosmetik palsu 
terus meningkat karena kurangnya sosialisasi oleh pihak yang berwenang 
dan pengetahuan masyarakat mengenai produk berbahaya ini, walaupun 
53 
 
bidang pemeriksaan dan penyidikan BBPOM selalu melakukan penyitaan 
terhadap kosmetik palsu yang beredar akan tetapi masyarakat masih saja 
tertarik dengan harga yang murah, efek yang cepat terlihat dalam waktu 
singkat. Berikut data responden untuk wawancara kepada korban 
pengguna kosmetik palsu yang dapat dilihat pada table 1,2, dan 3.. 
Tabel 1 
Jumlah Responden Korban Pengguna Kosmetik Palsu 
No Kecamatan Jumlah Responden 
1 Manggala 3 
2 Tamalanrea 3 
3 Mariso 2 
Sumber Data: Data Primer 
Tabel pertama menunjukkan jumlah responden yang telah menjadi 
korban dari kosmetik palsu,  berikut hasil wawancara yang telah dilakukan 
penulis: 
Responden pertama bernama Sari. Usianya 22 tahun, mengaku 
sebagai korban dari penjualan kosmetik palsu yang didapatkan langsung 
dari online shop BBM (Black Berry Massangger) yang awalnya disarankan 
oleh temannya, Sari tidak mengetahui kepalsuan kosmetik tersebut karena 
tidak ada ciri-ciri yang didapatkan jika kosmetik yang ia beli  itu ternyata 
palsu dan masih kurangnya informasi yang ia dapatkan tentang kosmetik 
palsu, setelah beberapa lama efek yang tidak wajarpun timbul di wajah 
Sari, Sari segera membawa kosmetik tersebut ketemannya yang 
kebetulan bekerja di BBPOM Makassar yang ternyata hasil penelitian 
kosmetik tersebut mengandung mercuri (Hg) dan bahan berbahaya 
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lainnya seperti pewarna dan pewangi yang berbahaya, sehingga 
menimbulkan jerawat yang meradang pada wajah Sari. 
Responden kedua bernama Prasasti, usia 21 tahun, kosmetik yang 
Prasasti gunakan sudah cukup lama, akan tetapi efek negatif pada 
kosmetik tersebut muncul setelah pemakaian dalam waktu yang panjang, 
akhirnya Prasasti pun mengetahui akan kepalsuan kosmetik tersebut 
setelah menggunakannya selama 2 tahun, efek yang dirasakan 
munculnya jerawat kecil-kecil pada wajahnya yang lama-kelamaan jerawat 
kecil tersebut hilang dan menghitam, kosmetik yang ia beli memang 
kosmetik racikan dan tidak ada izin yang dicantumkan diluar kemasan, 
Prasasti hanya tertarik pada harga yang murah.  
Responden ketiga bernama Ade, usia 25 tahun,tidak mengetahui 
bahwa kosmetik yang ia beli di salon kecantikan itu palsu, Ade 
membelinya karena ada yang menyarankan untuk menggunakan kosmetik 
tersebut, dampak yang Ade rasakan setelah berhenti menggunakan 
kosmetik tersebut, kerusakan kulit wajah lebih parah dari sebelum Ade 
menggunakan kosmetik palsu itu. 
Responden keempat bernama Laras, usia 22 tahun, permasalahan 
yang Laras hadapi sama seperti korban-korban kosmetik pada umumnya 
yaitu munculnya gatal-gatal atau iritasi pada kulit, tetapi kebanyakan dari 
responden yang saya dapatkan karena kosmetik palsu dan krim muka 
yang diracik sedangkan penyebab dari iritasi kulit yang diderita oleh Laras 
karena Hand and Body Lotion yang diracik, dampak yang dirasakan ialah 
55 
 
gatal-gatal, kulit terkelupas, dan kering pecah-pecah pada bagian lipatan 
lengan dan lipatan belakang lutut, setelah laras menghentikan pemakaian 
hand body tersebut, kulit pada bagian lipatan lengan dan lipatan belakang 
lututnya pun kembali normal.  
Dengan merangkum hasil wawancara penulis mengemukakan 
bahwa pada umumnya korban penggunaan kosmetik palsu disebaban 
oleh kurangnya pengetahuan korban terhadap kandungan berbahaya 
pada kosmetik tersebut, sehingga penulis berinisiatif untuk mendapatkan 
inforasi mengenai latarbelakang pendidikan korban. Informasi tersebut 
dapat dilihat pada table 2 berikut ini: 
Tabel 2 
Tingkat Pendidikan Responden Korban Kosmetik Palsu. 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 SMA 5 
2 S1 3 
3 S2 - 
Sumber Data: Data Primer 
Dapat dilihat pada table diatas menyatakan bahwa, pendidikan 
seseorang mempengaruhi tingkat kewaspadaanny terhadap kosmetik 
palsu, kurangnya pengetahuan yang didapatkan membuat korban lebih 
tertarik mendapatkan hasil dalam watu yang singkat. Mereka bahkan pada 
umumnya tidak memperdulikan informasi yang tertera pada lebel kosmetik 








Tabel 3  
Tingkat Pengetahuan Responden Korban Sebagai Konsumen Tentang 
Produksi Barang  
 
No Informasi Produk 
Frekuensi 
Tahu Tidak Tahu 
1. Izin produksi 2 6 
2. Label kemasan 3 5 
3. Bahan berbahaya - 8 
4. Kosmetik racikan 4 4 
Sumber Data: Data Primer 
Menanggapi hasil wawancara diatas, penulis dapat menggolongkan 
beberapa peranan korban yang merupakan faktor pada diri sendiri (intern) 
dalam penggunaan kosmetik palsu, yang dapat dilihat pada tabel 4: 
Tabel 4 
Peranan Korban yang Ada Pada Diri Korban (Faktor Intern) 
 
No Alasan Jumlah 
1. Ketidaktahuan korban 7 
2. Mudah percaya 6 
3. Keadaan ekonomi yang lemah 1 
4. Ingin mengikuti tren 8 
 Sumber Data : Data Primer  
C. Upaya Pencegahan Perdagangan Kosmetik Palsu di Kota 
Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Kepala Seksi 
penyitaan BBPOM Makassar Ibu Dra. Madania Waris., Apt. dijelaskan 
bahwa upaya yang dilakukan terhadap korban perdagangan kosmetik 
palsu di Kota Makassar, ialah. BBPOM telah melakukan perencanaan 
dalam setiap tahunnya  untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan ke 
daerah-daerah, tokoh-tokoh, dan tempat peredaran kosmetik lainnya di 
Kota Makassar. Ini  sudah merupakan visi misi dari BPOM itu sendiri untuk 
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melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, dengan tugas pokok 
melakukan pengawasan terhadap produk-produk obat dan Makanan. 
Dengan tetap mengedepankan Upaya Pre-Emtif, preventif, dan represif.  
a. Upaya pre-emtif  
Upaya pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam 
upaya pre-emtif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku. 
Penanggulangan perdagangan kosmetik palsu di kota Makassar,apabila 
dikaji secara  viktimologis maka upaya yang dapat dilakukan yaitu hanya 
upaya pre-emtif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emtif 
adalah suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan 
sebelum terjadinya suatu kejahatan.  
Tindakan ini lebih baik dari pada represif, karena tindakan ini 
memungkinan untuk tidak timbulnya kejahatan terlebih dahulu. Dalam 
upaya pre-emtif, yang dicegah adalah niat dari si pelaku. Tindakan pre-
emtif ini, selain dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan 
BBPOM sendiri, juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan 
lembaga-lembaga yang membidangi masalah kosmetik di Kota Makassar.  
Upaya yang telah dilakukan oleh BPOM sejauh ini adalah 
melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional, toko-toko kecil dan 





b. Upaya Preventif 
Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan. 
Untuk meningkatkan kesadaran konsumen kosmetik palsu di Kota 
Makassar, selain dari upaya pre-emtif, Perlunya juga kesadaran 
konsumen kosmetik, karena jika penggunaan konsumen kosmetik palsu 
meningkat maka penjualan kosmetik palsu pun tak henti-hentinya beredar 
dengan cara apapun itu, baik di media sosial maupun di tempat-tempat 
yang tersembunyi yang tidak gampang dijangkau oleh aparat 
pemberantas kosmetik palsu, meskipun sudah adanya upaya-upaya yang 
dilakukan oleh aparat-aparat yang berwenang.  
c. Upaya Represif (penindakan) 
Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat 
telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman 
maupun pembinaan-pembinaan. 
Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada 
masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar 
bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
juga berarti investasi bagi pembangunan Negara.  Di dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan (Undang-Undang 
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Kesehatan), kosmetik tidak dijelaskan secara rinci. Undang-undang 
tersebut hanya menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan 
obat, obat tradisional, dan kosmetika. Artinya disini bahwa kosmetik dalam 
undang-undang kesehatan masuk dalam golongan sediaan farmasi. 
Meskipun demikian, perangkat undang-undang kesehatan yang mengatur 
tentang kosmetik telah ada, sampai saat ini masih ditemukan pelanggaran 
atau penyalahgunaan peraturan perundang undangan terutama di bidang 
kosmetika di beberapa wilayah di Indonesia khususnya Makassar 
menyebabkan perlunya peran  aktif  dari  pemerintah,  aparat penegak 
hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut. Menurut analisa  
Penulis bahwa perdagangan kosmetik yang tidak didaftarkan di 
BPOM namun beredar dan dijual di masyarakat telah melanggar peraturan 
hukum yang ada. Pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 
huruf c, Pasal 7 huruf a, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 196 dan 













Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa: 
1. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan 
kosmetik palsu di Kota Makassar, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
a. Ketidaktahuan korban tentang kosmetik palsu 
b. Mudah percaya dengan kosmetik-kosmetik yang beredar di Kota 
Makassar. 
c. Keadaan ekonomi yang lemah dan keinginan untuk tampil beda. 
d. Terlalu mengikuti trend dan mode.  
Dikaitkan dengan peranan korban dalam terjadinya perdagangan 
kosmetik di Kota Makassar, penulis menghubungkan kesimpulan yang 
ada dengan pendapat Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007:124) yang 
menyebutkan beberapa bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya 
terjadinya kejahatan adalah nonparticipating victims, latent or 
predisposed victims, provocative victims, participating victims, dan false 
victims. Dalam hal perdagangan kosmetik palsu, maka yang paling tepat 
dengan dengan pendapat Stephen Schafer adalah provicative victims 
merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu 
terjadinya kejahatan, karena itu, aspek tanggung jawab terletak pada diri 
korban dan pelaku secara bersama-sama. 
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2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban 
perdagangan kosmetik palsu di Kota Makassar, yaitu: 
a. Upaya pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Singkatnya, dalam 
upaya pre-emtif ini, yang dihilangkan adalah niat dari calon pelaku.  
b. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 
masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 
upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan, Kesadaran Konsumen, Selain dari upaya 
pre-emtif, Perlunya juga kesadaran konsumen kosmetik. 
c. Upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu 
tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman maupun 
pembinaan-pembinaan, Upaya Perlindungan Hukum kepada korban 
Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf a, dan d, Pasal 8 ayat (1) huruf a 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan. 
 
B. Saran 
Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah 
mengenai perdagangan kosmetik palsu di Kota Makassar. 
1. Pemerintah harus saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam 
memberantas perdagangan kosmetik palsu dengan menerapkan 
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prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BPOM 
dengan Polisi dan Pengadilan. 
2. Diperlukan kerja sama yang lebih baik antara instansi pemerintah yang 
terkait khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi 
yang mengawasi masuknya barang impor ke daerah pabean Indonesia 
dengan BPOM sebagai instansi yang mengawasi peredaran produk 
makanan di Indonesia. 
3. Pemerintah wajib melakukan fungsi pengawasan secara seksama 
terhadap perdagangan kosmetik palsu khususnya dan menghindari 
praktik suap yang kerap terjadi pada saat dilakukan pemeriksaan 
kosmetik palsu. Pemerintah juga harus meningkatkan kinerja mereka 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 
perdagangan kosmetik palsu yang telah diamanatkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4. Pemerintah harus lebih konsiten dan tegas dalam menerapkan 
ketentuan hukum tentang perdagangan kosmetik palsu agar penerapan 
sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat 
memberikan efek jera kepada pelaku usaha kosmetik palsu. 
5. Konsumen harus memiliki kesadaran yang tinggi akan hak-haknya 
ketika menggunakan produk kosmetik. Sehingga konsumen harus 
mempelajari dengan baik mengenai hak-hak yang mereka peroleh 
berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 
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6. Perlunya perlindungan dan penegakan hukum khususnya masalah 
kosmetik palsu. 
7. Perbanyak wawasan tentang perdagangan kosmetik palsu serta 
berhati-hatilah dan teliti dalam membeli dan menggunakan kosmetik 























Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 
 
Arief Gosita. 2004.  Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: PT Bhuana Ilmu 
Populer. Jakarta. 
 
A.S.Alam.2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi 
Books. 
 
A.Gumilang. 1993. Kriminalistik, Bandung, Angkasa. 
 
Atmasasmita, Romli. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, 
Bandung: Mandar Maju. 
 
__________2009. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Universitas 
Trisakti. 
 
Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. 2008 Urgensi Perlindungan 
Korban Kejahatan. Raja Grafindo. Jakarta. 
 
Dirjosisworo, Soedjono. 1983. Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: 
Mandar Maju. 
 
Gatot Sugiharto. 2008. Viktimologi Yang Ada di Indonesia. Yogyakarta. 
 
Ismu Gunadi Widodo, Jonaedi Efendi. 2011. Cepat Dan Mudah 
Memahami Hukum Pidana (Jilid 1). Surabaya: Medio Januari. 
 
I.S.Susanto. 1991. Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang, Semarang. 
 
J.E. Sahetapy. 1995. Bungai Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco. 
 
Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta. 
 
Lilik Mulyadi. 2007. Kapita Setekta Hukum Pidana Krimonologi dan 
Viktimologi. Djamban, Denpasar. 
 
Made Darma Weda. 1995. Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan 
Korporasi, Dalam Bunga Rampai Viktimisasi. Eresco. Bandung. 
 




Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang 
PRESSindo, Yogyakarta. 
 
Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta. 
 
Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 





Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan Memproduksi 
Barang dan Jasa 
 











tahun1999tentang-perlindungan-konsumen.htm diakses hari kamis 
tanggal 26 maret 2015 pukul 15.47 WITA). 
 
(http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%208%20Tahun%2019 
9%20tentang%20Perlindungan%20Konsumen.pdf diakses hari kamis 
tanggal 6 april 2015 pada pukul 22.54 WITA) 
 
Vita Damarsari,  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli 
Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010. 
Diakses tanggal 26 Maret pukul 15:20 WITA. 
 
http://astridputrinda.blogspot.com/2013/08/kosmetik-yang-dinyatakan-








Daftar Kosmetik Berbahaya yang Ditemukan Oleh BBPOM Makassar 
Pada Tahun 2012-2013. 
 
Berikut ini daftar kosmetik yang dilarang bedar dari BBPOM Makassar: 
Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Merkuri: 
1. DR. Whitening treatment night cream 
2. LIE CHE Day Cream 
3. LIE CHE Whitening Soap 
4. LIEN HUA Night Cream (Bunga Teratai) 
5. LIEN HUA Day Cream (Bunga Teratai) 
6. Walet Krim (Day Cream Small), Herbal Clinic ‘Green Alvina’ 
7. Walet Krim (Night Cream Small), Herbal Clinic ‘Green Alvina’ 
8. Pemutih Dokter, CV Kiu Kiu Jakarta 
9. SP Special UV Whitening 
10. Spesial Pearl Cream Super 
11. Pemutih Sejuta Bintang 
12. Racikan Walet Putih 
13. Night Cream SJ SIN JUNG 
14. Day Cream SJ UV White SJ SIN JUNG 
15. Vitamin Pemutih Kecantikan 
16. Klip 80″S Night Cream 
17. Klip 80″S Day Cream 
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18. VAYALA Nightly Cream 
19. VAYALA Daily Cream 
20. VAYALA Sabun Transparan. 
Kosmetik Mengandung Pewarna yang Dilarang 
1. JUST MISS Lip Color Lipstick No.41 
2. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red 
3. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red (NA) 
4. FEVES Color Cream 5.36 Golden Cupprum 
5. POND’S Beauty Care Make Up Lipstick Colorful Eye Shadow Two Way 
Cake (pink) 
6. IZOUCA Eye Shadow Two Way Cake with Pearl Nutrient 
7. TAILAIMEI 3 in 1 Two Way Cake & Eye Shadow no.A3 
8. TAILAIMEI Eye Shadow & Blusher 3 Two Way Cake no. A12 
9. TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow & Lipstick 7 Blusher & Two Way 
Cake no.A81 
10. TAILAIMEI Make up Kit Compact Powder, Eye Shadow Blusher & 
Lipstick No. A73 
11. TAILAIMEI Fashion Make up Kit Eye Shadow Lipstick & Blusher & 
Two Way Cake no.A92 
12. TAILAIMEI Make Up Kit Eye Shadow Lipstick No.A64 
13.TAILAIMEI Make Up Kit Beautiful Color no.A78 
14. TAILAIMEI 12 Eye Shadow & 4 Blush & 3 Two Way Cake 
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15. TAILAIME Make up Kit Eye Shadow & Blusher & Two Way cake 
No.A10 
16. TAILAIMEI Make up Kit Compact Powder Eye Shadow Blusher & 
Lipstick no.A65 
17. TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow Blusher Two Way Cake 
18. TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow Lipstick Blusher & Two Way 
Cake No.A67 
19. TAILAIMEI make up Kit Complete Beauty Care Eye Shadow 
20. TAILAIMEI Lipstick Blusher Two Way Cake No.A88 
21. TIANNUO Lipstick Paris 
22. PUND’S Lip Beauty Moisture with Vit. EA18 
Kosmetik Mengandung Hidrokinon 
1. SBM-2Cream 
2. SB-2 Cream 
3. SBM-1 Cream 
4. SB-1 Cream 
5. SB-3 Cream 
6. SL-2 Cream 
 
